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I1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa P 1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.
2010 Nomor )sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang ¥ \
Barang / Jasa Pemerintah (l.cmwln NW
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembcnmhn’ Prodilk

Hukum Daerah (Berita Negara
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036’3
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10.

4-

Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dacrah yang selanjutnya
disebut Kode Etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman
merupakan pola-atumn/-mmegra.aebu@is edoman berperilaku.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sclanjutnya duebt:
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan unt::ﬁ memperole

konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
ber .wm.udegubl : ‘I s | \ '

& \ -~ .
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d. Te . ,
diiﬁ:}::m ;E:‘hmpl::glal makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dapat
persyarat L P.Cnycdm Barang/Jasa yang memenuhi

3 an atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang jelas;

S Bfmﬂlng mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus
dilakukan melalui persaingan yang schat diantara sebanyak mungkin
Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan
sehingga dapat diperoleh Barang/jasa yang ditawarkan secara
kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya
mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan
perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan
tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu

dan tetap memperhatikan kepentingan nasional;dan

g. akuntabel mempunyai makna bahwa h
dan ketentuan yang terkait dengan Penga

dapat dipertanggungjawabkan.

arus sesuai dengan aturan

daan Barang/Jasa sehingga

BAB 11l
KODE ETIK

Pasal 3

(1) Sesuai dengan prinsip ; :
dalam Pasal 2, setiap pejabat struktural dan pejabat funguounl pengelola

pengadaan barang/jasa harus taat pa : :
a. melaksanakantugas secara tertib,disertai rasa tanggungjawab untuk

mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan

Pengadaan Barang/Jasa; » . )
. bekerja secard profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan

Dokumen pPengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan
untuk  mencegah terjadinya  penyimpangan dalam Pengadaan

Barang/Jasa; . Im
tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak
menerima  dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengankesepakatan tertulis para pihak;
e. : 'danmence.gah terjadinya pertentangan kepentingan
panplhakmstcrkmt.baikmmwmmmm
langmnsaah;n proses Pengadaan Barang/Jasa;
i menghindar mencegah terjadinya pemborosan dan keboco
keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; i
g menghindari dan mencegah
T o ifiiets itk hﬁmmm aan wewenang dan/atau
o hﬁmaemm langsung atau tidak langsung merugikan p.hk
iy i Jtidak menawarkan atau cutein,

C.
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i. cermat; .

J- tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib ¢
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda

k. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;

l. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk «
benturan kepentingan; A i

m. tidak menyalah gunakan informasi, jabatan dan/atau
yang dimiliki;

n. tidak menyimpang dari prosedur;

o. proaktif; dan »

p. tanggap/responsif. -

(2) Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional pEEEEEEE £
a. memintadan/atau menerima imbalan dalam
Penyedia Barang/Jasa kuasa atau wakilnya

it B b
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Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 6

Komite Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pejabat
struktural dan pejabat fungsional pengelola barang/jasa Daerah berdasarkan
kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Keempat
Kewenangan

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Komite

Etik berwenang untuk : : .
a. Melaksanakan pengawasan langsung terhadap pcnl.aku pejabat
.7 struktural dan pejabat fungsional bagi pengelola barang/jasa Dacrah‘;‘
b. Menerima pengaduan/keluhan dari Penyedia Barang/Jasa, Unit
Layanan Pengadaan dan jajarannya, Perangkat Daerah dan/atau
{24 A )
¢. mengumpulkandan/atau mencari tahu fakta,data dan/atau informasi
| terkait pengaduan/keluhan yang diterima; 1y
.~ d. mengolahdan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
Wmhksanalmn pemanggilan terhadap pejabat struktural dan/atau
, . dejabat fungsional bagi pengelola pengadaan barang/jasa daerah dan
i terkait seperti pelapor dan saksi;
X ¥ ¢sana pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
i ada/ atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat
al dan/atau pejabat fungsional bagi pengelola barang/jasa
baik yang dilaporkan oleh Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau
baik secara langsung maupun tidak langsung atau
an yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa
syarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat
/atau pejabat fungsional bagi pengelola pengadaan

berian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang
pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional bagi
~daerah untuk ditetapkan oleh Bupati atau
danlatzt;npejabat fungsional bagi pengelola

l?..vP

|i§_
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Bagian Kelima
TanggungJawab

Pasal 8

. ;maksud
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.sebﬂgalm‘f“a d
dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Komite Etik bertanggungjawab atast. = oigpat
a. terlaksananya pengawasan perilaku pejabat stru:;::fah bardasarkan
fungsional bagi pengelola pengadaan barang/jasa Pra al 2 dan pasal
prinsip dan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam
3; = . ngaduan
b. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyf:lt::’::lla;‘e n%zlola bagi
atas perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsio
pengadaanbarang/jasa daerah; dan ‘ : d pada Pasal
c. terlaksananya penerapan Kode Etik sebagﬂlfnanta dlma]mmnnal dan pejabat
3 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pejabat s

fungsional bagi pengelola pengadaan parang/jasa daerah.
Bagian Keenam , y
Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 9 .
i apat ditunjuk kembali
Masa tugas Komite Etik selama 3 (tiga) tahun dan dapat di
pada periode berikutnya.
Pasal 10
g ek - Komite Etik sebagaimana dimaksud
tan dan pemberhentian Komite Btk schefns e .
& :eanda pasal 5 ayat (2) diu oleh chala Baglan Administrasi
> selaku Sekretaris Komite Etik kepada :

en tan dan pembcrhentiaq

al pada ayat (1) ditetapkan dengan BEPEEEEEE Blpati:
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BAB V
SEKRETARIAT KOMITE ETIK

Pasal 12

Dfﬂam memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Komite Etik,
dibentuk Sekretariat secara ex-officio bertempat di Bagian Administrasi
Pembangunan.

a. Kepala Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dyjabat
oleh Kepala Bagian Organisasi dengan dibantu oleh beberapa anggota
yvang diangkat berdasarkan usul Komite Etik kepada Bupati.

b. susunan Ketua dan Anggota Sckretariat Komite Etik ditetapkan lebih

lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Kepala Sekretariat Komite Etik mempunyai wewenang .

a. Menandatangani surat - surat yang berhubungan
kesekretariatan dan fungsi tata usaha.

b. Mengusulkan anggaran operasional Sekretari

¢. Mengelola, menatausahakan dan menggunakan
Komite Etik.

dengan administrasi

at Komite Etik.
anggaran Sekretriat

Pasal 14

k mempunyai tugas untuk:

Sekretariat Komite Eti
ggaran Komite Etik;

a. Menyusun dan mengajukan kegiatan dan an
b. Melaksanakan surat menyurat Komite Etik;

¢. Melaksanakan persiapan rapat Komite Etik;

d. Melaksanakankegiatan administrasi dan keuangan Kode Etik;
e. Melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Komite Etik;

- H Eﬁk.
 Mempersiapkan putusan Komite Etik; . ' .
; Menglz-sipkim hasil sidang dan keputusan sidang Komite Etik;

. sun laporan Komit€ Etik; dan
: :::ﬂ 2 tugas lain yang diberikan Komite Etik.

Pasal 15

(1) D melaksanakan tugasnya Komite Etik dapat diberikan honorarium

L D‘mmdimmpkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan

Yangmmm pemn:ang-mdan@n yang berlaku.

o\ Honorar agaimana dimaksud pada ayat (1) dida

B oo i a8, A (1) didasarkan pada
jumla m;: nynat:%nk tangam dan berdasarkan penelitian pendahuluan

(3) Kasus scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

) Sbstansi permasalahan yang el
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3 : yd
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimak

berdasarkan tingkat pelanggaran Kod
maupun kumulatif.

) dikenakan

sud pada ayat (2
t alternatif

e Etik baik persifa

Bagian Kedua
Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 18

(1) Pcmeriksaan atas dasar temuan dil
hasil temuan lembaga pemeriksa yang
Peraturan Perundang-undangan yang be

a. Ketua Komite Etik mengadakan rapa
oleh Sekretariat Komite Etik untu
b. Rapat Komite Etik membahas d
temuan layak atau ti

dihentikan dan diberi

pengadu;
an

akukan oleh

k membaha
an membuat
dak layak ditindakl

c. apabila tidak layak , maka proses
kan penjelasan tertu

Komite Etik dan/atau
erdasarkan ketentuan

dibentuk b
ekanisme:

rlaku dengan m

mite Etik yang dipersiapkan
s hasil temuarn; i
kesimpulan apakah hasil

anjuti dengan pemeriksaan;
penanganan hasil temuan
lis yang patut kepada pihak

ak lanjuti

t Ko

hasil temuan ditind

d. apabila layak proses penangan
Komite Etik, dengan:

denganpemeriksaan oleh sidang
1. Pemanggilanpara pihak;
2: pengumpulanbukti;dan

3: pemcriksaanbukti.

e. sesuai dengan hasil pemerik
memutuskan dan menetapkan
Kode Etik.

f. apabila diputuskan
terhadap Kode Bt
mencantumkan sanksi ad
struktural dan pejabat
barang/jasa daerah yang melanggar;

g. Keputusan Komite
kepada Bupati; dan
h. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
dengan Keputusan Bupati.
(2) Sanksi adminis

a. Teguran tertulis;
b. Mutasi dari Unit Layanan Pengadaan/

c. pemberhentian dari jabatan Pengelola.

dan ditetapkan

ministratif

saan dan bukt
ada atau tidak pelanggaran terhadap

k maka dalam putusanny

fungsional bagi

yang ada Komite Etik

bahwa telah tejadi pelanggaran
a Komite Etk harus

yang diberikan kepada pejabat
pengelola pengadaan

Etik bersifat final dan mengikat dan dilaporkan

menetapkan pemberian sanksi

tratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa:

Perangkat Daerah;dan/atau

@) m: ;cé?:ngaimanaxgznakspd pada ayat (2),dikenakan berdasarkan
ggaran e Etik dan penjatuhan sanksi dapat bersifat

alternatif maupun kumulatif

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

Pembiayaan  kegi
mm Belanja Daerah Kabupaten Barito Se pada Anggaran dan
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Bupati i
porang yang menjadi narasumber dan/atau tenaga
dipengelolaan pengadaanbarang/jasa Daerah.

Pasal 21  EA ";J

Dalam rangka penegakan Kode Etik bagi setiap pejabat

pejabat fungsional bagi pengelola pengadaan barans/J
pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional bagi pengc =
barang/jasa dan/atau narasumber dan/atau tenaga an
menyampaikan kepada Komite Etik apabila terjadi pelanggar

potensi pelanggaran Kode Etik.
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